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PUTUSAN
Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi
Z\ 0 i
/:—’33»/ )\E‘”/\}‘——-—:‘f
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, Nik 1107086808000001, Tempat/Tanggal Lahir Desa
Sukon / 28/08/2000, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong
Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten
Pidie;
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Dayah Tanoh / 28/07/1997,
Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan D-III,
Alamat di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan
Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Nopember

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iyah Sigli, Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 16 Nopember, dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie,
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/08/VI111/2019, tanggal 16 agustus 2019 );
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2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie
sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama 2(dua) Tahun kemudian terjadi perselisihan dan
percekcokan disebabkan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada
Penggugat;
4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei
2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan
perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 1(satu) kali akan tetapi tidak
berhasil;

7. Bahwa, Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat
Keterangan Miskin Nomor : 470/263/DT/2023, tanggal 04 November 2023
yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan
Glumpang Tiga, Kabupaten pidie;

8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi
Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka
Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan
gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Mahkamah Syar’iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara
Cuma-Cuma,

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
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SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, Tanggal 21 Nopember 2023 dan
Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, Tanggal 30 Nopember 2023, yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah

mendapat persetujuan dari  Kuasa Pengguna Anggaran MS Sigli,

sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran
MS Sigli Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, Tanggal 29 Nopember 2023, tentang
pembebanan  biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran/DIPA MS Sigli;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/008/VIII/2019, yang dikeluarkan
oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten
Pidie, pada tanggal 16 Agustus 2019, yang bermaterai cukup, nazegelen
pos, kemudian Ketua Mejelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut
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dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan
aslinya, diberi kode P;
B. Saksi:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Sukon Krueng
Seumideun, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, menyatakan
kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2021;

- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
awal bulan Mei 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berupaya
mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
mahasiswi, bertempat tinggal di Gampong Sukon Krueng Seumideun,
Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, menyatakan kenal
dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu
Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri

yang sah, namun belum dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2021;

- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak awal bulan Mei 2023, dan tidak pernah bersatu lagi hingga
sekarang;

- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berupaya
mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, Tanggal 21 Nopember 2023 dan Nomor
475/Pdt.G/2023/MS.Sgi, Tanggal 30 Nopember 2023, yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo.
Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan  dalil-
daliinya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat
telah mengajukan bukti P., yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan
materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis
Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan
hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari
bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat
dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan
mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam
posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana
ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis

Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal

standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7
tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50
tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga
dan orang terdekat Penggugat, yang didudukkan sebagai saksi dan disumpah
sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenubhi
syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal
tahun 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Mei
2023, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan
kewajiban suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim
telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara
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faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang
waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut
dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi
pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.
Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi
(broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk
dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat
diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang
melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah
tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT
dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Jizs (g lofad o3l gl 5o 887 515 O b s
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Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang
bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata
kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian
salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka
mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari

manfaat yang akan dicapai;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan
sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990
tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90
K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak
perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu
perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat
tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal
149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara
verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara
melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan
Kuasa Pengguna Anggaran MS Sigli, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Datftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA MS Sigli;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irfan,
S.HI, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis,
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Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Jamhur, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Sumarni Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Jamhur, SH
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